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     
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
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ABSTRACT 
 
Wisnu Saputra. (122111030), HANDLING OF DEFAULTH ON THE 
FINANCING MURA>BAH}AH IN BMT KARIMAA KLATEN IN 
THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW. Thesis Departement of 
Islamic Ekonomics Laws, Faculty of Syaria IAIN Surakarta, January 13, 
2017. 
 
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), also called cooperative sharia, an 
Islamic financial institution that serves to collect and distribute funds to its 
members and usually operate on a micro scale. BMT is also known as a type of 
Islamic financial institutions first to be developed in Indonesia. BMT is composed 
of two terms, namely Baitulmaal and Baitultamwil. Baitulmaal is a term for 
organizations that play a role in collecting and channeling funds non-profit 
organizations, like charity, donation, and alms. Baitultamwil a term organization 
to collect and distribute funds commercially. One of the products BMT is 
mura>bah}ah, a sale and purchase agreement where the seller or the bank stating the 
cost of sales and profits to the buyer or customer and has been agreed by both 
parties that do contract. In practice, there are financing problems in mura>bah}ah in 
BMT, the troubled financing is one of the major risks that are in both the banking 
world that conventional banks, Islamic banks, cooperatives or BMT. One 
consequence is no financing hull partially or completely. The greater the financing 
problems that will adversely affect the health levels of liquidity BMT. 
 
This study included a qualitative study that describes the type of field 
research as well as describing the situation and the phenomenon clearer picture of 
the situation that occurred and the reference comes from the field, which explored 
incentives accompanied by analysis and realignment of all the data or the 
reference has been collected. And in this study focused on handling of defaulth on 
the financing mura>bah}ah in BMT Karimaa Polanharjo, Klaten in the perspective 
of Islamic law. 
 
In Islamic law there are some rules of dispute resolution is through some 
procedures, namely: peace (as}-s}ulh}u), arbitration (at-tah}kim), and/or the court (al-
qadda). Handling of Default on Mura>bah}ah at BMT Karimaa Klaten With 
approaches through personal, familial, or through third parties concerned, Inviting 
debtor / customer to come to the office, to do Resceduling or rescheduling or by 
creating a new contract. Then give a Warning Letter (SP) SP either 1, 2, 3, 4, 5 
and 6 for customers who are in default. If the six ways are not successful then the 
auction will be held collateral or make good the litigation track of the Religious 
Court and District Court. 
 
Keywords: Handling, Financing Problems, Mura>bah}ah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kegiatan manusia di bumi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya 
di jaman dulu cenderung mengalami proses yang sama, bagaimana ia 
berburu, meramu dan bercocok tanam. Demikian juga perilaku manusia di 
saat ini, mengalami kecenderungan ke arah yang sama, bagaimana 
mendapatkan pekerjaan, mempertahankan pekerjaan dan menyelesaikan 
pekerjaan.
1
 kebutuhan manusia sangatlah beragam, sehingga secara pribadi ia 
tidak mampu untuk memenuhinya sendiri dan harus berhubungan dengan 
orang lain. Hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya akan 
menimbulkan transaksi diantara keduanya untuk memenuhi kewajiban dan 
mendapatkan haknya atau untuk memiliki sesuatu. 
Dalam Islam terdapat jenis transaksi yang dihalalkan sehingga kita 
dapat mengambil manfaat dan ridha Allah dalam melakukan kegiatan 
ekonomi tersebut. Transaksi tersebut antara lain adalah jual beli, simpan 
pinjam, dan ijara>h (sewa). Dengan berjalannya transaksi tersebut dapat 
menuntaskan kemiskinan.
2
 
Dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin 
ke 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 
yang berdasakan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau 
                                                 
1
 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 1 
2
 Dina Aprilia, Metode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah, 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, hlm. 1 
2 
 
 
 
UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi 
fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan ujra>h, tanpa imbalan, atau bagi hasil.3 
Islam menetapkan aturan komprehensif dalam bidang ekonomi, yaitu 
tentang keterkaitan antara dua orang yang melakukan transaksi melalui 
adanya hukum-hukum agama tentang masalah itu. Aturan itu merupakan 
rambu-rambu tentang bagaimana mencari dan mengembangkan harta 
sekaligus pengalokasian dan pembelanjaannya. Manusia hanyalah penjaga 
yang harus mengoptimalkan usaha dan kekuatannya melalui strategi 
pengembangan sesuai dengan aturan yang ada. Manusia diharuskan untuk 
membagikan harta itu kepada para kerabatnya melalui sistem kewarisan 
sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka dan bentuk penjagaan 
keberadaan harta itu sendiri.
4
 
Begitu banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, salah satunya adalah pembentukan 
koperasi yang merupakan suatu lembaga keuangan untuk rakyat yang telah 
lama dikenal di Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia sangatlah 
pesat, begitu halnya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
Lembaga Keuangan Syariah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) 
adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan 
yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-
                                                 
3
 Ilham Alfi Fianni, Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta ditinjau, dari fatwa DSN MUI, 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, hlm. 1 
4
 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 
2004) hlm. 3 
3 
 
 
 
MUI-2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi dua 
unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam dan unsur legalitas operasi 
sebagai lembaga keuangan. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah 
bank, koperasi, dan BMT. 
BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. 
Baitul Maal merupakan suatu istilah untuk organisasi yang berperan dalam 
mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat,infak, dan 
sedekah. Baitul Tamwil merupakan istilah organisasi yang mengumpulkan 
dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT memiliki peran 
ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Dalam operasinya, BMT 
biasanya menggunakan badan hukum koperasi. Untuk BMT yang telah 
memiliki kekayaan lebih dari Rp. 40 juta dan telah siap secara administrasi 
untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi yang 
dilakukan oleh para pengurus secara syariah. BMT juga dibebaskan dari riba, 
apapun yang menyangkut dengan riba tidak diperbolehkan BMT.
5
 
Di BMT Karimaa ada berbagai macam produk yang ditawarkan baik 
berupa funding (penghimpunan dana) dan juga landing (penyaluran dana). 
Dari sisi landing, sampai saat ini semua pembiayaan yang digunakan di BMT 
Karimaa adalah akad mura>bah}ah. Hal ini dikarenakan masyarakat pada 
umumnya merasa mudah dalam artian prosedurnya sederhana serta aplicable. 
Dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
                                                 
5
 Dina Aprilia, Skripsi. Motode Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Pembiayaan 
Murabahah... hlm. 4 
4 
 
 
 
Secara singkat, mura>bah{ah berarti suatu penjualan barang seharga 
barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang 
membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. 
Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah 
tertentu atau dalam bentuk presentase dari harga pembelian, misalnya 10%-
20%.
6
 
Pembiayaan bermasalah (wanpestasi) merupakan salah satu resiko 
besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional, 
bank syariah, koperasi ataupun BMT. Wanprestasi memberikan dampak yang 
buruk terhadap BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya 
pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan 
bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas 
BMT. Dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para 
deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk 
menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan 
terhadap wanprestasi sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap 
neraca keuangan. Dalam melaksanakan transaksi mura>bah}ah, antara BMT 
Karimaa dengan nasabah membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua 
belah pihak terlebih dahulu, dengan demikian secara otomatis keduanya telah 
terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Akan tetapi 
dalam praktiknya, terkadang dijumpai pelanggaran janji yang dilakukan oleh 
                                                 
6
 Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan) (Jakarta: Rajawali Press, 
2011), hlm. 113 
5 
 
 
 
pihak nasabah terhadap BMT Karimaa. Faktor tersebut bisa disebabkan oleh 
keadaan memaksa, secara sengaja, ataupun tidak sengaja. 
Di dalam al-Qur‟an dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT pada 
QS. Al-Anfaal (8) : 27   
                           
  
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah 
kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 
sedang kamu Mengetahui”.7 
 
Menurut hukum Islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam masalah 
keluarga ataupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat 
menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (al-
s}ulh), arbitrase (al-tah}kim), dan/ atau pengadilan (al-qad}ha).8 
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penyelesaian guna 
mengatasi wanprestasi, tentunya penyelesaian tersebut merujuk pada suatu 
aturan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang Mura>bah}ah. Dari pemaparan 
tersebut penulis tertarik untuk mendalami terkait tentang “Penanganan 
Wanprestasi Pada Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa Klaten Dalam 
Perspektif Hukum Islam”. 
                                                 
7
 DEPAG RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), hlm. 
256. 
8
 Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), hlm. 106. 
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B. Rumusan Masalah 
Berawal dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 
yang menjadi rumusan masalah penulis adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penanganan yang dilakukan di BMT Karimaa dalam mengatasi 
wanprestasi? 
2. Bagaimana penanganan wanprestasi menurut hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penanganan yang dilakukan di BMT Karima dalam 
mengatasi wanprestasi. 
2. Untuk mengetahui penanganan wanprestasi menurut hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 
toritis maupun praktis bagi semua pihak : 
1. Secara teoritis: 
a. Sebagai wacana untuk memperoleh wawasan dan sumbangsih 
pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan yang khususnya 
mengenai perbankan syariah tentang penanganan wanprestasi pada 
pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa Polanharjo, Klaten. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman rujukan 
untuk penelitian berikutnya. 
2. Secara praktis: 
Diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi 
perbankan syariah dalam melakukan analisa pembiayaan agar kelak tidak 
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terulang kembali terjadinya wanprestasi (pembiayaan bermasalah) atau 
setidaknya dapat mengurangi resiko wanprestasi di dunia perbankan. 
E. Kerangka Teori 
Mura>bah}ah berasal dari kata (Arab) ra>bah>a, yura>bih}u, mura>bah}atan, 
yang berarti untung  atau menguntungkan. Kata mura>bah}ah juga berasal dari 
kata ri>bh}un atau ru>bh}un yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. 
Menurut para ahli hukum Islam (fuqaha), pengertian mura>bah}ah adalah “al-
bai’ bira>’sil maal wari >bh}un ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok 
ditambah dengan keuntungan yang diketahui. Ibnu Jazi menggambarkan jenis 
transaksi ini “penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang 
dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut”. Para fuqaha 
mensifati mura>bah}ah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan 
(d}haman buyu’ al-amanah).  
Menurut Dewan Syariah Nasional, mura>bah}ah, yaitu menjual suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan menurut 
Bank Indonesia, mura>bah}ah adalah akad jual beli antara bank dengan 
nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada 
nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan 
keuntungan yang disepakati. 
Mura>bah}ah dalam praktik adalah apa yang diistilahkan dengan bai al-
mura>bah}ah liamir bisy-syira>, yaitu permintaan seseorang atau pembeli 
terhadap orang lain untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang 
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ditentukan. Singkatnya dinamakan Mura>bah}ah Permintaan/ Pesanan Pembeli 
(MPP). Menurut Yusuf al-Qardawi, dalam MPP ini ada dua unsur, yaitu 
adanya wa’ad (janji), artinya janji untuk membelikan barang yang diminta 
pembeli dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. 
Disepakati pula oleh para pembeli dan penjual bahwa janji bersifat (iltizam) 
dan kemudian akan dilakukan pembayaran dengan cara ditangguhkan 
(muajjal).
9
 
Pada setiap pelaksanaan transaksi pembiayaan mura>bah}ah, bank harus 
memperhatikan rukun dan syarat mura>bah}ah, diantara rukun-rukun tersebut 
adalah: 
a. Ba’i : penjual 
b. Musytari : pembeli 
c. Mabi’ : barang yang akan diperjual belikan 
d. S}aman : harga, dan 
e. Ijab Qabul : pernyataan serah terima 
Adapun syarat-syarat mura>bah}ah adalah sebagai berikut: 
a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. 
b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
c. Kontrak harus bebas dari riba. 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang sesudah pembelian. 
                                                 
9
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 110 
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e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. 
Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, 
pembeli memiliki pilihan: 
a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
b.  Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang 
yang dijual. 
c. Membatalkan kontrak.10 
Yang dimaksud dengan Pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 bulir 12 UU 
No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1999 tentang Perbankan, adalah 
“penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan 
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.11 
Wanprestasi pada praktik bank syariah, seorang nasabah dalam 
pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya 
atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah 
diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. Secara 
umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih 
dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara 
                                                 
10
 Muhammad Antonio Syafi‟i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), hlm. 102 
11
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), hlm. 65.  
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memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan 
kewajibannya.
12
 
Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar 
disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut 
golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), 
untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat), dan untuk golongan 
macet disebut golongan V (lima).
13
 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Ayu Lestari (2012) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan 
Mura>baha}h, Pembiayaan Istisna’, dan Rasio Non Performing Financing 
Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011”. 
Membahas tentang pengaruh secara parsial dan pengaruh secara stimulan 
antara pembiayaan mura>bah}ah, pembiayaan istisna’, dan Rasio Non 
Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 
2009-2011. Jadi, penelitian di atas mencoba menganalisis pengaruh 
pembiayaan mura>bah}ah dan pembiayaan istisna‟ terhadap profitabilitas yang 
diindikasikan dengan tingkat ROA.
14
 
Skripsi Ilham Alfi Fiani (2016) yang berjudul “Mekanisme 
Penyelesaian Pembiayaan Mura>bah}ah Bermasalah Di Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN 
                                                 
12
 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 144. 
13
 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...hlm. 67. 
14
 Ayu Lestari, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istisna‟, dan Rasio Non 
Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Tahun 2009-2011”, Skripsi, 
tidak diterbitkan, Jurusan Mu‟amalah IAIN Surakarta, 2012. 
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MUI”. Peneliti di atas membahas tentang penyelesaian sengketa yang 
berdasarkan pada fatwa DSN-MUI No.47/ DSN-MUI/ II/ 2005 tentang 
penyelesaian piutang mura>bah}ah bagi nasabah yang tidak mampu 
membayar.
15
 
Skripsi Latifah Marfu‟atin (2005) yang berjudul “Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah” (Studi Kasus di BMT 
UMS). Peneliti membahas mengenai pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah 
sudah sesuai dengan prinsip syariah karena dilihat dari syarat-syarat yang 
harus dipenuhi sebelum melakukan transaksi mura>bah}ah yang terbebas dari 
unsur riba.
16
  
Meninjau dari beberapa skripsi diatas sebagai bahan perbandingan 
penelitian lapangan (fiel research) yang dilakukan pada suatu lembaga 
keuangan syariah yaitu di BMT Karimaa, maka peneliti membahas tentang 
penanganan wanprestasi pada pembiayaan mura>bah}ah yang dilakukan oleh 
BMT Karimaa kemudian dikomparasikan ke dalam perspektif hukum Islam.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis field research 
(penelitian lapangan) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan 
dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun 
                                                 
15
 Ilham Alfi Fiani, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mulia Surakarta Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI”, 
Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Mu‟amalah IAIN Surakarta, 2016. 
16
 Latifah Marfu‟atin,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan 
Murabahah” (Studi Kasus di BMT UMS). Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Mu‟amalah IAIN 
Surakarta, 2005. 
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referensinya bersumber dari lapangan, yang digali secara insentif yang 
disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau 
referensi yang telah dikumpulkan.
17
 Dan dalam penelitian ini difokuskan 
terhadap Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT 
Karimaa Polanharjo, Klaten. 
2. Sumber Data Penelitian 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 
peneliti dari sumbernya. Data primer dari penelitian ini adalah hasil 
wawancara dan observasi secara langsung di BMT Karimaa. 
Wawancara dilakukan terhadap bagian penanganan pembiayaan 
bermasalah (Non Performing Finance), kepala bagian operasional. 
b. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh 
dari sumber yang sudah ada. Data sekunder secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, 
dokumen-dokumen, yang dimiliki oleh BMT Karimaa Polanharjo, 
yang berupa gambaran umum  BMT Karimaa, struktur organisasi, dan 
jumlah nasabah mura>bah}ah yang bermasalah. 
c. Lokasi Penelitian: penelitian ini dilakukan di BMT Karimaa 
Polanharjo, Klaten. 
d. Metode Pengumpulan Data: Pada penelitian ini metode pengumpulan 
data yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
                                                 
17
 Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Askara, 1996), hlm. 24. 
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1) Wawancara/ Interview Wawancara merupakan metode 
pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi 
langsung) dengan responden, sehingga akan tercipta proses 
interaksi antara responden dengan pewawancara. Teknik 
wawancara yang peneliti gunakan adalah secara struktur (tertulis) 
yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang 
akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar 
pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada 
tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang 
melebar. Selain itu juga dijadikan sebagai patokan umum dan 
dapat di kembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul 
ketika kegiatan wawancara berlangsung.
18
 
2) Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada 
kaitannya dengan obyek penelitian. Di dalam penelitian ini antara 
lain adalah: gambaran umum BMT, struktur organisasi, data 
nasabah pembiayaan bermasalah, serta data lain sebagai 
penunjang penelitian ini. 
3) Teknik Analisa Data: 
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan 
adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu mengkaji dan 
mengkaitkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan 
                                                 
18
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan, 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 203. 
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kejelasan yang di bahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk 
penjelasan.
19
 Agar memperoleh data yang lebih valid, maka data-
data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan 
data deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan 
data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 
angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan 
lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian mendeskripsikan 
sehingga dapat memberikan kejelasan atau realitas yang ada.
20
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan skripsi ini, terlebih 
dahulu penulis uraikan sistematika penelitian yang terdiri dari bab-bab dan 
sub bab. Yang secara garis besar terdiri dari lima bab. 
BAB I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan skripsi. Isi dari 
bab pendahuluan ini merupakan pengembangan yang di kemukakan dalam 
proposal skripsi. 
BAB II: Diuraikan tentang pengertian mura>bah}ah, pembiayaan, dan  
wanprestasi atas hukum mura>bah}ah. 
BAB III: Deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum 
BMT Karimaa, sistem pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa, 
dan penanganan wanprestasi pada pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa. 
                                                 
19
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1991), hlm. 106   
20
 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: RajaGrafindo, 1997), hlm. 66 
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BAB IV: Merupakan pembahasan dan analisis penelitian tentang 
pelaksanaan dalam akad mura>bah}ah pada BMT Karimaa, analisis metode 
penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa. 
BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penelitian. 
16 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Hukum Ekonomi Islam 
1. Mu’amalah 
Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari atura-aturan. Dalam 
Islam Allah telah menetapkan untuk hamba-Nya hukum tentang urusan 
agama (syari’at).21 Allah telah berfirman dalam Al Quran, 
 :ُةَِيثَالجا( َفوُمَلْعَػي لا َنيِذَّلا َءاَوْهَأ ْعِبَّتَػت لاَك اَهْعِبَّتَاف ِرْملأا َنِم ٍةَعِيرَش ىَلَع َؾاَنْلَعَج َُّثُ۸۱) 
Artinya: 
Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat dari 
(peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah 
engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
22
 
 
Menurut Abdullah as Sattar, sebagaimana dikutip Nasroen Harun, 
Kata mu’amalah berasal dari bahasa Arab mu’amalah yang secara etimologi 
sama dan semakna dengan mufa’alah, saling berbuat, yaitu menggambarkan 
suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau 
beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan 
Fiqh Mu’amalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum 
yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan 
keduniaan.
23
 Karena itu Islam menempatkan bidang mu’amalah sedemikian 
                                                 
21
 Yusuf Al Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Al 
Kautsar, 2007), hlm. 12. 
22
 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Solo: Qomari, 2010), hlm. 500. 
23
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gema Media Pustaka, 2007), hlm. vii. 
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penting sehingga hadits Nabi mengajarkan bahwa, agama adalah 
mu’amalah.24 
Ahmad Azhar Basyir menjelaskan tentang empat prinsip 
mu’amalah25 yang dikemukakannya, antara lain: 
a. Segala bentuk mu’amalah adalah mubah kecuali yang telah ditentukan 
oleh syara’. Mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan 
luas perkembangan bentuk dan macam mu’amalah yang baru sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. 
b. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa paksaan. Berarti agar 
kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. 
Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat 
dibenarkannya suatu bentuk mu’amalah. 
c. Mu’amalah dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan 
menghindarkan madharat. Berarti bahwa suatu bentuk mu’amalah 
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan 
menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa 
segala bentuk mu’amalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak 
dibenarkan.  
d. Mu’amalah memelihara keadilan, berarti bahwa segala bentuk 
mu’amalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. 
Prinsip dasar muamalah yang pertama, untuk mewujudkan 
kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan, mempertimbangkan 
                                                 
24
 Ahamad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 
(Yogyakarta: UII Press 2004), hlm. 12. 
25
 Ibid, hlm. 15-16. 
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situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Kedua bahwa berbagai jenis 
mu’amalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang 
melarangnya.
26
  
2. Jenis-jenis Mu’amalah 
Para ulama fiqh membagi jenis mu’amalah kepada: 
a. Jenis mu’amalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh nash (Al-Qur‟an 
dan As-Sunnah) dengan memberikan batasan tertentu. Seperti 
keharaman tentang riba. Ketentuan haramnya riba bersifat permanen 
dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan. 
b. Jenis mu’amalah yang tidak ditunjuk langsung oleh nash, tetapi 
diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan 
kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia 
sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan 
kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang mu’amalah seperti ini, 
syariah Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-
kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak 
syara’. Mu’amalah dalam bentuk kedua ini merupakan rahmat Allah 
SWT yang berat, yang diberikan kepada umat Islam dengan 
memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kreasi jenis 
mu’amalah yang sesuai dengan tuntunan zaman, tempat, dan kondisi 
mereka, serta bertujuan untuk memenuhi kemaslahatan mereka.
27
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 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., hlm. x. 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mu’amalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 43. 
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B. Jual Beli Mura>bah}ah 
1. Pengertian 
Secara linguistik, mura>bah}ah berasal dari kata ribh} yang bermakna 
tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan 
mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara 
mura>bah}ah berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan 
tertentu, misalnya mendapatkan keuntungan 1 dirham atas harga pokok 
pembelian 10 dirham. 
Secara istilah, terdapat definisi yang diberikan ulama. Di antaranya, 
Ibnu Rusyd al Maliki mengatakan mura>bah}ah adalah jual beli komoditas di 
mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang harga pokok 
pembelian barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 
Al-Mawardi Asy-syafi‟i menyatakan mura>bah}ah adalah seorang 
penjual mengatakan, saya menjual pakaian ini secara mura>bah}ah, di mana 
saya membeli pakaian ini dengan harga 100 dirham, dan saya menginginkan 
keuntungan sebesar 1 dirham atas setiap 10 dirham harga beli.
28
 
Penjualan barang dengan margin keuntungan yang disepakati dan 
penjual memberitahukan biaya perolehan dan barang yang dijual tersebut. 
Penjualan mura>bah}ah ada dua jenis,. Pertama, bank syariah membeli barang 
dan menyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya dari pelanggan untuk 
membelinya. Kedua, bank syariah membeli barang yang sudah dipesan oleh 
seorang pelanggan dan pihak ketiga lain kemudian menjual barang ini 
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kepada pelanggan yang sama, istilah yang kedua ini dikenal sebagai al-
mura>bah}ah lil-amir bi-asy-syira.29 
Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa mura>bah}ah adalah jual 
beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga 
pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Mura>bah}ah 
merupakan salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberikan 
informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk  
mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit 
yang diinginkan yang tercermin dalam jual beli. 
Mura>bah}ah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan 
permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan 
harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit 
yang diinginkan. Dengan demikian, pihak bank diwajibkan untuk men-
disclose (menerangkan) tentang harga beli dan tambahan harga keuntungan 
yang diinginkan kepada nasabah. 
Dalam konteks ini, bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah 
untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi seharusnnya pihak banklah 
yang berkewajiban untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari 
pihak ketiga, dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan 
harga yang disepakati kedua pihak.
30
 Landasan hukum bay’ al-mura>bah}ah 
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menginduk pada asal hukum jual beli yaitu halal. QS. Al-Baqarah [2] ayat 
275.  
 ...          ... 
Artinya: 
“…padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba….”31 
Dan juga dalam surat Al-Baqarah: [2] ayat 280. 
                             
     
Artinya: 
“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”32  
 
Landasan hukum normatif praktik bai’ al-mura>bah}ah kemudian 
diformalkan dalam fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang 
mura>bah}ah.33 Adapun hadits Rasulullah yang berkaitan dengan hukum 
kebolehan jual beli adalah: 
ركبرم عيب لكك هديب لجرلا لمع ؿاق ؟للها لىإ بيطأ بسكلا يأ للها ؿوسر اي 
Artinya: 
“Rasulullah ditanya tentang amal apakah yang paling baik di sisi Allah 
SWT? Beliau menjawab, yaitu usaha laki-laki dengan tangannya sendiri 
dan setiap jual beli yang mabrur”. 
Hadits riwayat Ibnu Majah di atas merupakan dalil lain dibolehkannya 
melakukan akad mura>bah}ah secara tempo.34  
                                                 
31
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1. Rukun dan Syarat Mura>bah}ah 
Rukun akad mura>bah}ah 
a. Bai’ (penjual) 
b. Mustari’ (pembeli) 
c. Mabi’ (barang yang diperjual belikan) 
d. Saman (Harga) 
e. Ijab Qabul (persyaratan serah terima) 
2. Syarat Akad Mura>bah}ah 
a. Syarat yang berakat (bai’ dan mustari’) cakap hukum dan tidak dalam 
keadaan terpaksa. 
b. Barang yang diperjual belikan (mabi’) tidak termasuk barang yang 
haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. 
c. Harga barang (saman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok 
dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan 
dengan jelas. 
d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan 
spesifik pihak-pihak yang berakad.
35
 
Khusus dalam jual beli mura>bah}ah, dipersyaratkan: 
a. Diketahui harga modal atau harga beli 
Pembeli hendaknya mengetahui harga modal atau harga pembelian. 
Jika pembeli tidak mengetahui harga modal atau harga beli, maka 
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transaksinya tidak dapat dikatakan jual beli mura>bah}ah, tetapi termasuk 
pada kategori jual beli musawamah. 
b. Diketahui dan disepakati margin keuntungan 
Menyepakati keuntungan merupakan wujud dari transparasi harga 
modal atau beli dan harga jual, dan juga manifestasi dari bentuk 
kerelaan kedua belah pihak. 
Adapun ketentuan-ketentuan mura>bah}ah adalah sebagai berikut: 
a. Jaminan 
Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang 
mutlak dipenuhi dalam akad mura>bah}ah. Jaminan dimaksudkan untuk 
menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. 
b. Penundaan pembayaran oleh debitur 
Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang 
menunda penyelesaian utangnya dalam mura>bah}ah ini. Bila nasabah 
melakukan itu, bank dapat mengambil tindakan prosedur hukum untuk 
mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian yang terjadi 
akibat penundaan. 
c. Bangkrut 
Jika nasabah dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya 
karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena 
lalai, bank harus menunda tagihan sampai ia sanggup kembali. 
d. Pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah 
24 
 
 
 
Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dari 
pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang 
dibeli. Dan pada saat bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang tersebut akad yang digunakan adalah wakalah, karena bank 
syariah meminta nasabah untuk menjadi wakil, maka atas kerja nasabah 
tersebut harusnya bank memberikan upah kepada nasabah atas wakil 
pembelian barang karena adanya tenaga yang dikeluarkan pada saat 
melakukan pembelian.
36
  
3. Praktek Jual Beli Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: mura>bah}ah tanpa 
pesanan dan mura>bah}ah berdasarkan pesanan.37 
Mura>bah}ah tanpa pesanan 
Dalam mura>bah}ah tanpa pesanan, bank syariah sebelumnya 
sudah menyediakan barang. Barang yang disediakan sama sekali tidak 
tergantung dan terpengaruh langsung pada ada atau tidak adanya 
pesanan, atau ada dan tidak adanya pembeli. Mura>bah}ah ini bisa 
dilakukan baik secara tunai maupun secara tangguh. Pengadaan barang 
oleh bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai cara anatara lain: 
1) Membeli barang jadi kepada produsen (secara mura>bah}ah, tauliyah, 
muwad}haah, atau musawamah) 
2) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan 
secara keseluruhan setelah aqad (jual beli salam) 
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3) Memesan kepada pembuat barang dengan pembayaran dilakukan 
setelah penyerahan barang (jual beli istisna’) 
4) Merupakan barang-barang hasil dari transaksi mud}hara>bah atau 
syirkah. 
a. Mura>bah}ah berdasarkan pesanan 
Dalam mura>bah}ah ini, bank syariah baru akan menyediakan 
barang jika ada pesanan atau pembeli, yaitu: 
1) Kedua belah pihak bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk 
melaksanakan suatu kesepakatan bersama. 
2) Setelah diperoleh kesepakatan, bank mencari barang yang dipesan 
kepada pemasok. Bank juga melakukan negosiasi terhadap harga 
barang. 
3) Setelah diperoleh kesepakatan antara pemasok, maka    dilakukan 
proses jual beli. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga 
perolehan barang beserta keadaan barang. 
4) Kemudian bank melakukan proses transaksi jual beli  mura>bah}ah 
dengan nasabah. 
5) Tahap berikutnya adalah penyerahan barang dari penjual, yaitu  bank 
syariah kepada pembeli. 
6) Tahap akhir adalah pembayaran yang dapat dilakukan dengan tunai 
atau tangguh sesuai kesepakatan.
38
  
 
                                                 
38
 Masjupri, Fiqh Mu’amalah,...hlm. 120-122 
26 
 
 
 
C. Permasalahan Dalam Praktik Perbankan Syariah 
Pengertian Wanprestasi 
Pada praktik di bank syariah, seorang nasabah pembiayaan 
dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau 
terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah 
diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah di buat sebelumnya. 
Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan 
terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara 
memperingatkan (somasi) pihak yang lalai untuk melaksanakan 
kewajibannya.
39
 
Pada pembiayaan mura>bah}ah yaitu bentuk akad atau perjanjian 
penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank syariah membiayai 
atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual 
kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Biasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan 
mura>bah}ah (contoh dengan obyek rumah) dapat berupa: 
a. Bagi nasabah 
1) Merubah bentuk atau kontruksi rumah yang dijaminkan (dalam 
pembiayaan mura>bah}ah dengan objek rumah, yang dijadikan objek 
jaminan utama adalah rumah itu sendiri) 
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2) Membebani lagi rumah tersebut dengan Hak Tanggungan atau dengan 
sesuatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan pihak 
lain kecuali bank. 
3) Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau 
penggunaan maupun menuasakan harta tersebut kepada pihak lain. 
4) Menyerahkan rumah tersebut kepada pihak lain. 
5) Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas harta tersebut. 
6) Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau 
pembayaran kompensasi di muka terhadap sewa-menyewa 
penempatan, penjualan atau sesuatu bentuk penguasaan lainnya atas 
rumah tersebut dari pihak lain. 
b. Bagi Bank 
1) Dalam pembiayaan mura>bah}ah tanpa perwakilan, jadi bank sendiri 
yang mencarikan barang pesanan, dapat terjadi nasabah melakukan 
komplain kepada pihak bank karena ternyata objek mura>bah}ah atau 
barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasinya (pesanan nasabah). 
2) Nasabah komplain ternyata objek tidak sesuai dengan penawaran. 
3) Nasabah komplain karena tidak sesuai dengan waktunya atau 
lambatnya proses kerja.
40
      
 
2. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) 
Bentuk pelanggaran yang dilakukan para pihak dalam pembiayaan 
ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, yaitu berupa: 
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a. Bagi nasabah  
1) Nasabah melarikan diri setelah penarikan pembiayaan. 
2) Memalsukan tanda tangan, surat resmi, memalsukan catatan 
pembukuan. 
3) Menggunakan sebagian modal atau seluruhnya, atau bagian hasil 
usaha yang seharusnya menjadi hak bank untuk berjudi. 
4) Usaha nasabah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan 
dikarenakan tidak terpenuhinya atau diabaikannya ketentuan 
AMDAL. 
b. Bagi Bank Syariah 
1) Hanya karena untuk mencapai target yang ditetapkan, dalam 
memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank tidak lagi 
memperhitungkan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan 
baik dari segi ekonomi makro maupun SDM sebagai pengelolaan 
pembiayaan. Hal demikian menunjukkan bank tidak 
memperhatikan prinsip prudential banking practice atau prudencial 
banking principle sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
Perbankan dan Peraturan Bnak Indonesia. 
2) Adakalanya terjadi praktik suap dari nasabah kepada SDM bank 
dalam proses persetujuan permohonan pembiayaan. 
3) Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak didasarkan pada harga 
atau nilai yang wajar).
41
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D. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam 
Dalam sejarah islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam bidang 
keluarga maupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat 
menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (al-
s}ulh), arbitrase (al-tah}kim), dan/ atau pengadilan (al-qad}ha).42 Berikut 
penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian tersebut. 
1. Al-s}ulhu (Perdamaian) 
Padanan kata dari perdamaian bisa juga berarti meredam 
pertikaian. Menurut istilah s}ulh adalah suatu jenis kesepakatan untuk 
mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. 
a. Dasar hukum 
Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai (s}ulh) 
ditegaskan dalam Al-Qur‟an pada surat An-Nisaa/ 4 ayat 126 yang 
artinya, “Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik”.43 Sedangkan 
dalam hadits Rasulullah saw, sebagaimana diceritakan oleh Ummu 
Salamah, bahwa pada suatu hari dua orang laki datang kepada Rasulullah 
memohon penyelesaian sengketa mereka, mengenai harta warisan orang 
tuanya, kemudian Rasulullah bersabda: 
“Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian 
datang  membawa sengketa. Salah seorang dari kalian barangkali lebih 
lihai berhujjah dibanding dengan yang lain, sehingga saya menangkan 
berdasarkan keterangan dan mengambil sesuatu yang pada hakikatnya 
pihak lain yang benar, maka janganlah ia mengambilnya, karena 
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keputusan seperti itu, sama halnya dengan aku memberikan kepadanya 
sepotong api neraka”.44 
  
b. Rukun dan Syarat 
Ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni; adanya ijab 
(offering), qabul (acceptance), dan lafadz (kata-kata/materi) perdamaian. 
Adapun syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian diklasifikasikan 
sebagai berikut:
45
 
1) Menyangkut Subjek 
Subjek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang 
yang cakap bertindak hukum. Selain cakap bertindak hukum juga 
harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk 
melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian 
tersebut. 
2) Menyangkut Objek 
Objek perdamaian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
(a) Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan 
dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik 
intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat 
diserahterimakan, dan bermanfaat. 
(b) Diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan 
ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat melahirkan pertikaian 
baru terhadap objek yang sama.
46
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3) Persoalan yang Boleh Didamaikan 
Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan 
hanyalah sebatas menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang 
dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh 
diganti. Dengan perkataan lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas 
persoalan-persoalan mu’amalah (hukum privat). Persoalan-persoalan 
yangh menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian. 
4) Pelaksanaan Perdamaian 
Pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan 
dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang 
Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, penyelesaian persengketaan 
dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua belah pihak yang 
bertikai) tanpa melibatkan orang lain. Melalui sidang Pengadilan 
perdamaian dilakukan pada saat perkara diproses di depan sidang 
pengadilan.
47
 
2. Tah}kim  (Arbitrase) 
a. Pengertian 
Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipadankan dengan 
istilah tah}kim. Tah}kim berasal dari kata hakkama. Secara etimologis, 
berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara 
umum, tah}kim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang 
dikenal dewasa ini, yaitu; “pengangkatan seorang atau lebih sebagai 
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wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan 
perselisihan mereka secara damai”. Orang yang menyelesaikannya 
disebut hakam/ arbiter. 
Dalam istilah fiqh, pengertian tah}kim seperti yang 
didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tah}kim 
diartikan sebagai besandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada 
seseorang yang mereka ridhai/ sepakati keputusannya untuk 
menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).  
b. Dasar Hukum 
Dasar hukum tah}kim yaitu: Al-Qur‟an, Hadits, dan Ijma 
Sahabat. Menurut Al-Qur‟an dalam surat An-Nisaa‟/ 4: ayat 35: 
“Dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya 
(suami-istri), maka kirimkanlah seorang hakam (Arbitrator) dari 
keluarga perempuan. Dan jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah swt. akan 
memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui Lagi Maha Mengenal.”48 
Sedangkan menurut hadits sebagaimana sabda Rasulullah Saw. 
Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa‟i, bahwa Rasulullah 
bersabda:  
“Apabila berselisih kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan 
tidak ada bukti-bukti di antara keduanya, maka perkataan yang 
(diterima) ialah yang dikemukakan oleh pemilik barang atau saling 
mengembalikan (sumpah)”. Riwayat Abu Hanifah, bahwa Rasulullah 
bersabda: “Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka 
keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu, 
si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya 
membatalkan jual beli”.49 
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Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah Saw. banyak 
dilakukan pada masa sahabat untuk menyelesaikan sengketa dengan 
cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus 
diantara mereka sehingga menjadi Yurisprudensi Hukum Islam dalam 
beberapa kasus. Keberadaan Ijma‟ sahabat sangat dihargai dan tidak ada 
yang menentangnya, karena tidak semua masalah sosial keagamaan 
tercantum dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah secara rinci.50 
c. Ruang Lingkup dan Objek Arbitrase 
Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang 
menyangkut huququl ‘ibad (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu 
aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) 
yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpanya, kewajiban mengganti 
rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak 
seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam 
pemeliharaannya, hak menyangkut utang piutang, seperti dalam jual 
beli.  
Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase 
adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan 
prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh h}akam hanyalah 
sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. 
Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa yang 
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menyangkut dengan harta benda (dalam bidang mua’malah) dan yang 
sama sifatnya dengan itu (hukum prifat).
51
  
d. Kekuatan dan Eksekusi Putusan H}akam 
Menurut para ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu 
Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa oleh 
karena kedua belah pihak telah setuju menunjuk h}akam itu untuk 
menyelesaikan sengketa antara mereka, maka apa yang menjadi 
keputusan h}akam langsung mengikat tanpa lebih dahulu memintakan 
persetujuan dua belah pihak yang besengketa. Pendapat ini juga dianut 
oleh mayoritas pengikut Imam Syafi‟i.52 
Adapun mengenai putusan h}akam di mana sebelum dieksekusi 
harus terlebih dahulu di bawa ke pengadilan (hakim) bukan berarti 
putusan yang telah dikeluarkan h}akam atau mediator harus disepakati 
oleh hakim pengadilan melainkan dukungan yang diperlukan dari 
pengadilan adalah karakter “positif” atau positivasi putusan yang secara 
de facto dan de jure hanya dimiliki oleh pengadilan terlepas dari seetuju 
atau tidaknya hakim pengadilan terhadap putusan h}akam atau mediator 
tersebut.
53
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3. Wilayat Al-qad}ha (Kekuasaan Kehakiman) 
a. Al-h}isbah 
Al-H}isbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang 
untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang 
menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk 
menyelesaikannya. Menurut Al-mawardi, kewenangan lembaga H}isbah 
ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan 
kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua: dakwaan 
yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti 
pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan 
yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan 
penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu 
membayarnya. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan al-H}isbah ini 
hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan 
melarang orang dari kemunkaran.
54
 
b. Al-madz}alim 
Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang 
teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau 
keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan 
biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga 
ini adalah menyelesaiakan kasus-kasus pelanggaran hukum yang 
dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, 
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tindakan korupsi dan kebijkan pemerintah yang merugikan masyarakat. 
Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama 
wali al-Mudz}alim atau al-Nadlir. 
Menurut Al Mawardi, bahwa Abdul Malik Ibn Marwan adalah 
orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan al-Mudz}alim  
dalam pemerintah Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani 
Umayyah. Kemudian Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz memperbaiki 
kinerja lembaga al-Mudz}alim ini dengan mengurus dan membela harta 
rakyat yang pernah dizalimi oleh para pejabat kekuasaan sebelumnya. 
Lembaga ini sangat berwibawa dan tidak segan-segan menghukum para 
pejabat yang bertindak zalim kepada masyarakat.
55
  
c. Al-Qad}ha (Peradilan) 
Menurut arti bahasa, al-Qad}ha berarti memutuskan atau 
menetapkan. Menurut istilah, “Menetapkan hukum syara’ pada suatu 
peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan 
mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah 
menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan 
masalah al-ah}wal asy-syakhsiyah (masalah keperdataan, termasuk di 
dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang 
menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan 
perkara di Pengadilan disebut dengan qad}hi (hakim). Para hakim pada 
pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan 
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berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak 
punya wali, pengawasan Baitul Mall dan mangangkat pengawas anak 
yatim.
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Melihat ketiga wilayah al-qad}ha (kekuasaan kehakiman) 
sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan 
kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan 
kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. 
Dari segi subtansi dan kewenangannya, wilayah al-mudz}alim bisa 
dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, wilayah al Qadha 
bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan 
Agama. Sedangkan wilayatul al-h}isbah secara subtansi tugasnya mirip 
dengan polisi atau kamtibmas, satuan polisi pamong praja.
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E. FATWA DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 
Tentang MURA>BAH}AH 
       Pertama : Ketentuan Umum Mura>bah}ah dalam Bank Syari‟ah:58 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas 
riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‟ah 
Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang 
yang telah disepakati kualifikasinya. 
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
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5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah 
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus 
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara 
jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang 
diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut 
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. 
         Kedua : Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu 
barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli 
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; 
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya 
riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
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6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak „urbun sebagai alternatif dari 
uang muka, maka: 
a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia 
tinggal membayar sisa harga. 
b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, 
nasabah wajib melunasi kekurangannya. 
        Ketiga : Jaminan dalam Mura>bah}ah: 
1. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
         Keempat : Utang dalam Mura>bah}ah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
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tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
          Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
           Keenam : Bangkrut dalam Mura>bah}ah: 
         Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan   
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. 
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BAB III 
PENANGANAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN 
MURA>BAH}AH DI BMT KARIMAA POLANHARJO KLATEN 
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 
 
I. Gambaran Umum BMT Karimaa 
4. Sejarah Berdirinya BMT Karima 
BMT Karimaa berdiri pada tahun 2012 di desa Sidowayah, 
Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dengan badan hukum 578/BH/XIV.14/2012. 
BMT Karimaa didirikan untuk mendampingi dan bergerak bersama para 
keluarga, lembaga, maupun pelaku usaha baik yang berskala kecil, 
menengah, maupun yang berskala besar untuk saling membantu (ta’awun) 
dan saling menguntungkan dalam bingkai jaringan ekonomi syariah yang 
menentramkan. 
BMT Karimaa mempunyai motto “dengan syariah raih kemuliaan” 
dengan begitu BMT Karima mencoba merangkul segenap lapisan untuk 
bergabung dalam jaringan ekonomi ini. Tingkat kepercayaan masyarakat 
yang diberikan semenjak berdiri sampai saat ini dan upaya untuk senantiasa 
memberikan pelayanan terbaik adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan yang di harapkan. 
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5. Struktur Organisasi Lembaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Formatur Organisasi Lembaga 
1. Dewan Pengurus 
Tugas dan wewenang dewan pengurus 
a. Menyusun dan merumuskan kebijakan umum untuk mendapatkan 
persetujuan rapat anggota. 
b. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT Karimaa agar tercipta 
kinerja yang sehat sesuai dengan AD/ADR 
c. Menyelenggarakan rapat pengurus dan mengevaluasi laporan bulanan 
kinerja BMT. 
d. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan BMT 
       DEWAN 
PENGURUS 
1. H. Hartono 
2. H. Wardoyo 
3. H. Abdul Jawad 
4. H.M Adjari 
     MANAGER 
Moh. Sholeh, 
S.H 
TELLER 
Siti 
Istiqomah,S.E 
MARKETING 
 Vivit Parwanti, 
S.P 
 
ACCOUNTING 
 Yudha Faizal, 
S.E 
 COSTUMER 
SERVICE 
      Febri Prasetya, S.T 
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e. Membina hubungan terhadap jaringan atau instansi terkait dan pihak 
ketiga dalam hal penyelenggaraan dana atau pinjaman. 
f. Pengurus bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan wewenang 
yang di amanatkan. 
g. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 
h. Mengeahkan laporan bulanan yang diajukan manager. 
2. Manager  
Tugas dan wewenang manager adalah sebagai berikut. 
a. Menyusun program kerja dan RAPBK tahunan disampaikan kepada 
pengurus. 
b. Menjalin dan meengkoordinir pelaksanaan pengelolaan BMT secara 
keseluruhan. 
c. Membuat laporan kinerja secara tertulis setiap akhir bulan dan akhir 
tahun. 
d. Membuat evaluasi dan pengembangan BMT. 
e. Mengawal kinerja kantor agar sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan. 
f. Memimpin dan mengkoordinir pengelolaan untuk mencapai target 
aset pendapatan, funding, lending yang sesuai dengan RAB yang 
ditetapkan. 
g. Memimpin dn mengkoordinir dalam manajemen administrasi, 
keuangan dan accounting secara umum. 
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h. Membimbing dan mengarahkan tugas karyawan yang dibawahnya, 
tertib secara pembukuan dan manajemen pelayanan terhadap anggota. 
i. Membuat laporan perkembangan dan evaluasi kinerja serta 
memberikan alternative solusinya. 
3. Teller  
Tugas dan wewenang teller adalah sebagai berikut. 
a. Merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. 
b. Menyelesaikan laporan kas harian. 
c. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas 
wewenang. 
d. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun 
validasi. 
e. Menyusun rekapitulasi transaksi. 
f. Melakukan penghitungan kas. 
g. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. 
4. Marketing 
Tugas dan wewenang marketing adalah sebagai berikut. 
a. Melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta 
memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan 
hasil analisa yang telah dilakukan. 
b. Melakukan pengumpulan informasi mengenai calon mitra melalui 
kegiatan wawancara atau kunjungan lapangan. 
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c. Memberikan masukan untuk pengembangan pasar dan memberikan 
gambaran mengenai potensi pasar yang ada. 
d. Menghimpun data-data yang relevan yang berkaitan dengan 
pengembangan pasar. 
e. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan 
angsuran pembiayaan mitra. 
f. Menentukan target funding dan lending. 
g. Membuat dan menerapkan strategi untuk menghimpun dan dari 
masyarakat. 
5. Accounting  
Tugas dan wewenang accounting adalah. 
a. Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan. 
b. Pembuatan laporan keuangan. 
c. Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi. 
d. Membuat laporan keuangan akhir bulan, cashflow dan buku besar. 
e. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis 
BMT. 
f. Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan. 
g. Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional yang 
menyangkut dengan tingkat efisiensi. 
6. Costumer Service 
Tugas dan wewenang costumer service adalah sebagai berikut. 
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a. Melayani pertanyaan nasabah dan memberikan informasi yang 
diinginkan selengkap mungkin. 
b. Melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon 
nasabah. 
c. Menawarkan produk BMT kepada setiap calon nasabah yang datang 
ke BMT. 
d. Sebagai orang yang menghubungi nasabah dn memberikan informasi 
tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara BMT dengan 
nasabah. 
 
J. Produk atau jasa lembaga 
1. Simpanan sukarela (simpanan Mud}hara>bah) 
Simpanan Mud}hara>bah membantu menyiapkan segala kebutuhan 
nasabah. Dengan simpanan sukarela ini nasabah bisa menyimpan dana di 
BMT Karimaa sewaktu-waktu dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. 
Setoran awal pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,00. Setoran 
selanjutnya minimal Rp. 5.000,00. Penyetoran maupun pengambilan dapat 
dilakukan setiap saat selama jam kantor BMT Karimaa.  
2. Simpanan Idul Fitri  
Simpanan Idul Fitri membantu menyiapkan berbagai kebutuhan 
nasabah  dihari yang fitri bersama keluarga. Ketentuannya sama dengan 
simpanan Mud}hara>bah, pengambilan dapat dilakukan satu minggu sebelum 
hari raya Idul Fitri. 
3. Simpanan Qurban 
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Simpanan qurban adalah simpanan yang dipersiapkan unuk 
pembelian hewan qurban (kambing/sapi) untuk disembelih pada hari raya 
Idul Adha. Simpanan awal sebesar Rp. 10.000,00 selajutnya minimal Rp. 
5.000,00. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilan 
dilakukan 1 bulan menjelang Idul Adha. 
4. Simpanan Pendidikan 
Simpanan ini disediakan untuk para pelajar mulai dari pra sekolah 
(taman kanak-kanak) sampai SLTA. Simpanan awal sebesar Rp. 10.000,00. 
Dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,00. Dimana penyetoran dapat 
dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan pengambilan dilakukan satu bulan 
menjelang tahun ajaran baru. 
5. Simpanan haji/umroh 
Simpanan ini disediakan untuk nasabah yang ingin menyiapkan 
dana setoran ONH maupun untuk memenuhi biaya ONH/umroh. Setoran 
awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. 
penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan pengambilan 
dilakukan menjelang pelunasan ONH. 
6. Simpanan Berjangka Mud}hara>bah 
Simpanan berjangka mud}hara>bah terbagi dalam tiga macam, 
simpanan berjangka 3 bulan. Simpanan berjangka 6 bulan simpanan 
berjangka 12 bulan.  
7. Pembiayaan Mud}hara>bah 
Mud}hara>bah adalah akad kerjasama usaha antara BMT ( s}hahibul 
maal) sebagai pihak yang menyediakan modal 100% dengan anggota 
(mud}hari>b) untuk diusahakan. Porsi keuntungan akan dibagi bersama 
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(nisbah) sesuai dengan kesepakatan di awal dari kedua belah pihak. 
Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung BMT, kecuali jika 
ditemukan adanya kelalaian atau keselahan oleh pihak anggota (mud}hari<b). 
Seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana. Adapun 
rukun serta syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.  
a. Rukun mud}hara>bah 
1) Pihak yang berakad  
a) BMT sebagai s}hah>ibul maal 
b) Anggota (mud}harib) 
2) Obyek yang diakadkan 
a) Modal 
b) Kegiatan usaha / kerja 
c) Keuntungan 
3) Perjanjian (akad) 
a) Serah 
b) Terima  
c) Dua orang yang bersaksi (suami/istri/ahli waris sebagai saksi dari 
anggota dan saksi dari BMT) 
b. Syarat mud}hara>bah 
1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemauan 
untuk bekerjasama mud}hara>bah. 
2) Obyek yang diakadkan :  
a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas. 
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b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama 
pengelolaan dananya. 
c) Nisbah (porsi) pembaagian keuntungan telah disepakati bersama 
ditentukan tata cara pembayarannya. 
c. Perjanjian (akad) 
1) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. 
2) Materi akad yng berkaitan dengan modal atau kegiatan usaha atau 
kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat akad. 
3) Resiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas 
pada saat Ijab Qobul yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan 
ditanggung oleh BMT. 
4) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, BMT dapat 
menyertakan persyaratan kepada anggota dalam menjalankan 
usahanya dan harus disepakati secara bersama.  
8. Pembiayaan Mura>bah}ah  
Mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal  (harga 
perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati untuk 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Karakteristiknya adalah penjual 
harus memberitahukan berapa harga produk yang dibeli dan menentukan 
suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. 
Cara pembayaran secara sekali jatuh tempo dan berjangka waktu 
disepakati bersama. Adapun rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut. 
Rukun mura>bah}ah: 
a. Pihak yang berakad 
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1) BMT (penjual) 
2) Anggota (pembeli) 
b. Obyek yang di akadkan 
1) Barang yang diperjualbelikan 
2) Harga  
c. Perjanjian (akad) 
1) Serah  
2) Terima  
3) Dua orang saksi (pihak anggota dan pihak BMT) 
d. Syarat Mura>bah}ah 
1) Pihak yang berakad 
2) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus paham 
hukum. 
3) Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/dipaksa) 
e. Obyek yang diperjualbelikan  
1) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang 
(haram) dan bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat 
barang. 
2) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad 
3) Sesuai dengan spesifikasinya antara yang diserahkan BMT dan yang 
diterima anggota 
4) Penyerahan dari BMT ke anggota dapat dilakukan 
f. Perjanjian (akad) 
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1) Harus jelas pihak-pihak yang berakad 
2) Antara ijab dan qobul harus selaras dan transparan baik dalam 
spesifikasi barang (penjeladan fisik barang) maupun harga yang 
disepakati (memberitahu biaya modal kepada anggota) 
3) Isi perjanjian tidak boleh multitafsir, sehingga keabsahan transaksi 
terjamin.  
9. Pembiayaan ijara>h 
Sewa ijara>h adalah sewa atas manfaat dari sebuah aset, adapun 
rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut. 
a. Rukun ijara>h 
1) Pihak yang berakad 
a) Pemilik barang yang disewa (BMT) 
b) Penyewa (anggota) 
2) Objek yang disewakan 
a) Harga sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
b) Perjanjian (akad) 
c) Serah-Terima 
d) Dua orang saksi (pihak anggota dan pihak BMT) 
b. Syarat ijara>h 
1) Para pihak yang berakad 
a) Para pihak yang berakad harus dalam kondisi paham hukum 
b) Sukarela dan tidak dalam keadaan paksa 
c) Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyewaan 
2) Obyek yang disewakan 
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a) Objek ijarah adalah manfaat asset dan sewa 
b) Barang yang disewa bukan barang yang haram 
c) Harga sewa harus terukur 
3) Perjanjian (akad) 
a) Serah terima yang merupakan niat dari kedua belah pihak 
b) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan 
keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang atau pada 
sebuah syarat. 
 
K. Sistem Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa Klaten 
1. Pengertian Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa 
Pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa merupakan pembiayaan 
dengan akad jual beli dimana BMT bertindak sebagai pihak penyedia dana 
dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi 
mura>bah}ah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.59 
Untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan, maka BMT 
bekerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh untuk penyediaan motor, 
BMT bekerjasama dengan dealer sepeda motor. Fungsi BMT dalam 
pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah adalah sebagai penjual barang untuk 
kepentingan nasabah. BMT membeli barang dan kemudian menjualnya 
kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah 
keuntungan BMT. BMT harus memberitahukan secara jujur harga pokok 
                                                 
59
 Moh. Sholeh, Manager BMT Karimaa Polanharjo Klaten, wawancara pribadi, Sabtu, 
19 November 2016, pukul 08.30 wib 
53 
 
 
 
barang berikut biaya yang diperlukan. BMT juga harus menyampaikan 
semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. 
Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya BMT 
Karimaa kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah 
pembelian barang. Karenanya BMT menggunakan akad wakalah dengan 
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.
60
 
2.  Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa 
Secara administrasi, prosedur untuk setiap permohonan pengajuan 
pembiayaan, calon debitur diharuskan mengisi formulir-formulir yang akan 
disediakan oleh petugas BMT, dengan melengkapi ketentuan dan syarat 
pembiayaan BMT Karimaa, yaitu:
61
 
a. Mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan 
b. Foto copy KTP suami dan istri masing-masing satu lembar 
c. Foto copy kartu keluarga 
d. Foto copy agunan atau jaminan (BPKB atau sertifikat) 
e. Foto copy rekening listrik 
f. Bersedia di survey 
3. Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa 
a. Akad Pembiayaan Mura>bah}ah 
Pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa adalah 
setelah nasabah memesan barang yang akan dibeli sesuai spesifikasinya 
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kemudian BMT meminta sejumlah uang muka sebagai tanda jadi kepada 
nasabah. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembatalan 
secara sepihak dari nasabah.
62
 
Pada BMT Karimaa angsuran pembiayaan selama periode akad 
dilakukan secara proporsional. Sedangkan kesepakatan atas margin 
ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar mura>bah}ah dan 
tidak berubah selama periode pembiayaan. BMT dapat memberikan 
potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka. 
Potongan yang diperoleh BMT akibat membeli barang secara tunai menjadi 
hak nasabah dan akan mengurangi jumlah pembiayaan. Adapun margin 
yang dibebankan kepada nasabah yaitu antara kisaran 1,5%- 2%. Di dalam 
melakukan pembiayaan mura>bah}ah nasabah bersedia menanggung seluruh 
biaya yang dibebankan terkait pembiayaan yang diterima, meliputi biaya 
administrasi dan lainnya sesuai prinsip syariah.
63
 
b. Hak dan Kewajiban 
Proses pembiayaan di BMT Karimaa, BMT menentukan jangka 
waktu pembiayaan dan pembayaran harga barang oleh nasabah kepada 
BMT yang didasarkan pada kesepakatan BMT dengan nasabah. Jangka 
waktu yang digunakan oleh BMT Karimaa untuk pembelian kendaraan 
bermotor waktu maksimal pembiayaan adalah 3 tahun.
64
 
Untuk memperkuat perjanjian pembiayaan mura>bah}ah, BMT dapat 
meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi resiko apabila nasabah 
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tidak memenuhi kewajibannya dalam akad karena kelalaian atau 
keecurangan. Agunan ini menjadi dasar penilaian BMT untuk menentukan 
besarnya pembiayaan yang diberikan.
65
 
Contoh pembiayaan mura>bah}ah, seorang nasabah membutuhkan 
sepeda motor dengan pembiayaan mura>bah}ah, maka prosedurnya adalah 
sebagai berikut: harga beli sepeda motor senilai Rp. 10 juta sesuai 
kesepakatan, BMT Karimaa meminta keuntungan sebesar 20% maka harga 
jualnya menjadi Rp. 12 juta (Rp. 10 juta + (20% x Rp. 10 juta)). Disepakati 
bahwa hutang sebesar Rp. 12 juta, dan akan dilunasi selama 36 bulan (3 
tahun) sehingga cicilan tetap yang harus dibayar oleh nasabah tersebut 
kepada BMT Karima adalah Rp. 12 juta : 36 bulan = Rp. 334 ribu 
perbulan.
66
 
c. Penyelesaian Masalah 
Untuk memudahkan penanganan suatu pembiayaan bermasalah 
terutama pada pembiayaan mura>baha}h, maka perlu adanya tindakan dari 
BMT Karimaa dalam menyikapi masalah tersebut. Adapun tindakan yang 
dilakukan tersebut maka BMT Karimaa akan membagi ke dalam beberapa 
kategori, yaitu:
67
 
1. Lancar 
2. Kurang lancar 
3. Diragukan 
4. Macet  
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Kemudian setelah membagi menjadi beberapa kategori tersebut, 
langkah berikutnya yang dilakukan BMT Karimaa untuk menindak lanjuti 
proses penagihan, adalah:
68
 
1. Melakukan pendekatan personal 
2. Melakukan pendekatan kepada keluarga debitur 
3. Dengan melalui pihak ketiga (debt collector) 
4. Memberikan surat peringatan (SP) 
5. Mengundang debitur untuk datang ke kantor 
L. Mekanisme Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Mura>bah}ah di 
BMT Karimaa Klaten. 
Sengketa yang terjadi di dalam BMT Karimaa ini biasanya sengketa 
pembiayaan syariah, baik melalui produk akad mura>bah}ah ataupun 
mud}hara>bah. Pada dasarnya timbulnya pembiayaan bermasalah (wanprestasi) 
tidak secara tiba-tiba namun seringkali didahului oleh tanda-tanda 
penyimpangan seperti keterlambatan pembayaran angsuran yang kemudian 
menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah.
69
 
Di dalam pembiayaan mura>bah}ah, pembiayaan bermasalah di 
klasifikasikan ke dalam beberapa kategori, diantaranya:
70
 
1. Lancar, yaitu apabila keterlambatan pembayaran angsuran debitur berkisar 0 
(nol) sampai tiga bulan 
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2. Kurang lancar, yaitu apabila keterlambatan pembayaran angsuran debitur 
berkisar tiga sampai enam bulan. 
3. Diragukan, yaitu apabila keterlambatan pembayaran angsuran debitur 
berkisar enam sampai sembilan bulan. 
4. Macet, yaitu apabila keterlambatan pembayaran angsuran debitur lebih dari 
sembilan bulan. 
                         Tabel kualitas pembiayaan 
                         BMT Karimaa Tahun 2016
71
 
1
  
LANCAR 5
0 % 
2 KURANG LANCAR 15 
% 
3 DIRAGUKAN 5
% 
4 MACET  30
% 
 
Terjadinya kemacetan (wanprestasi) di dalam pembiayaan disebabkan 
oleh beberapa faktor, yaitu:
72
 
1. Tipikal orang yang jelek 
Tipikal orang yang jelek misalnya, orang tersebut melakukan 
pembiayaan sebanyak-banyaknya, kemudian tidak mau melaksanakan 
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kewajibannya dan membebaskan jaminannnya untuk dijual oleh pihak 
BMT. 
2. Kondisi ekonomi 
Kondisi ekonomi bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah 
dikarenakan kondisi ekonomi berimbas kesemuanya. Misalnya usaha 
bangkrut, dst. 
3. Tidak ada niat baik dari debitur 
Tidak ada niat baik dari debitur misalnya seseorang tersebut melakukan 
pembiayaan dan memang tidak ingin melaksanakan kewajiban angsurannya 
terhadap pihak BMT. 
Penanganan wanprestasi juga dapat dilakukan sesuai dengan tingkat 
kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:
73
 
1. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara: 
a. Pemantauan usaha nasabah 
b. Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan 
2. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara: 
a. Membuat surat teguran atau peringatan 
b. Kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh bagian pembiayaan kepada 
nasabah secara inten atau sungguh-sungguh. 
c. Upaya penyehatan dengan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali 
jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat 
dilakukan dengan resctructuring, yaitu membuat akad baru. 
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3. Pembiayaan diragukan, dilakukan dengan cara: 
a. Pembinaan anggota 
b. Pemberitahuan dengan surat teguran 
c. Kunjungan lapangan atau silaturrahmi oleh bagian pembiayaan kepada 
nasabah. 
d. Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan 
kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 
Juga dapat dilakukan dengan resctructuring, yaitu membuat akad baru. 
4. Pembiayaan macet, dilakukan dengan cara: 
a. Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu 
angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. 
b. Dilakukan resctructuring, yaitu membuat akad baru. 
Agar debitur tetap melaksanakan kewajibannya di dalam melakukan 
penagihan pihak BMT tidak harus menunggu jatuh tempo, dan jika terjadi 
pembiayaan mura>bah}ah bermasalah, berikut cara penyelesaiannya: 
1. Melakukan pendekatan personal debitur 
Pendekatan personal dilakukan untuk mengetahui lebih jauh 
permasalahan yang dihadapi pihak debitur dalam melaksanakan 
kewajibannya kepada pihak BMT. Pendekatan secara personal sudah 
dilakukan secara maksimal oleh pihak BMT Karimaa, intensitas lebih 
ditingkatkan terhadap debitur.
74
 
2. Melakukan pendekatan kepada keluarga dekat debitur 
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Keluarga dekat debitur misalnya suami atau istri ataupun kerabat 
terdekat lainnya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena 
terkadang pendekatan oleh keluarga dekat debitur dianggap sangat 
membantu pihak BMT untuk menangani kasus wanprestasi.
75
 
3. Dengan melalui pihak ketiga  
Pihak ketiga disini maksudnya bukan petugas BMT yaitu seseorang 
yang memang berkompeten dalam hal penagihan (debt collector). Pada 
kasus ini jasa debt collector pernah dilakukan beberapa kali oleh pihak 
BMT, namun hanya dalam masalah kasus-kasus besar saja yang memang 
mengharuskan keterlibatan debt collector.
76
 
4. Memberikan surat peringatan 
Surat Peringatan (SP) yang dilakukan oleh BMT Karimaa terdiri dari SP 
1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, hingga SP 6. Untuk SP 1 biasanya masih 
dispensasi, SP 2 dipertimbangkan, SP 3 dipertimbangkan bila ingin 
mengajukan pembiayaan kembali, bila sudah masuk pada SP 4, SP 5, dan 
SP 6 maka tidak dapat melakukan pembiayaan lagi. Jarak antara masing-
masing surat peringatan adalah kurang-lebih selama 3 bulan. Apabila 
setelah dikirimkannya SP 1 dan pihak debitur mau melaksanakan 
kewajibannya maka gugurlah SP 1 tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila 
setelah dikeluarkannya SP 1 tetapi tidak mengindahkannya, maka 
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diterbitkanlah SP 2, dan jika SP 2 tidak diindahkan maka terbitlah SP 3 
sampai SP 6 plus somasi.
77
 
5.  Mengundang debitur untuk datang ke kantor 
Undangan ini dilakukan guna bermusyawarah untuk memperoleh 
kesepakatan antara pihak BMT dengan pihak debitur. Hal-hal yang dapat 
dilakukan untuk memperoleh kesepakatan dengan debitur, diantaranya:
78
 
a. Rescheduling (membuat penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali 
dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 
1) Margin yang dikurangi 
Misalnya margin mura>bah}ah yang awalnya 2% dikarenakan 
debitur dalam pelunasannya, oleh pihak BMT dikurangi menjadi 
1,5% untuk mempermudah debitur dalam melaksanakan 
kewajibannya terhadap pihak BMT. 
2) Penambahan jangka waktu 
Misalnya jangka waktu pembiayaan mura>bah}ah seorang debitur 
awalnya satu tahun, tetapi dikarenakan beberapa hal debitur 
tersebut kesulitan dalam pelunasannya, maka oleh pihak BMT 
jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi dua tahun. Agar 
nominal angsuran perbulan semakin mengecil dan mempermudah 
debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT.  
b. Restructuring (membuat akad baru) 
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Membuat akad baru maksudnya membuat perjanjian yang baru 
(pengulangan akad baru) yang bertujuan untuk mempermudah debitur 
dalam melaksanakan kewajibannya. Semua itu dilakukan harus dengan 
pemanggilan debitur kemudian di akad ulang dan dibuat akad baru, 
dengan perjanjian akad yang baru juga. Pengulangan akad baru bisa 
dilakukan dengan penambahan jaminan.
79
 
c. Lelang jaminan 
Jika dilihat indikasi orangnya sudah tidak ada niat baik, tidak pro 
aktif, dan tidak bisa dihubungi, biasanya yang akan dipegang adalah 
jaminannya, karena jaminan adalah langkah terakhir BMT untuk 
melakukan lelang jika beberapa tahap tersebut tidak berhasil. BMT 
berhak melakukan hal tersebut tanpa harus menunggu jatuh tempo, 
karena masalahnya semakin lama akan semakin menyusahkan debitur 
karena tunggakannya semakin banyak belum ditambah lagi dengan 
denda-dendanya. Sebelum ke langkah lelang BMT melaporkan ke kantor 
Pengadilan Agama tempat wilayah kantor BMT berada. Dalam hal ini 
kantor Pengadilan Agama Klaten. Kemudian setelah deal BMT akan 
melakukan lelang di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara 
(KP2LN). Hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-
hutang debitur kepada pihak BMT. Apabila hasil lelang tersebut melebihi 
dari hutang-hutang pihak debitur, maka sisanya akan dikembalikan 
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kepada pihak debitur. Tetapi, jika kurang sesuai kebijakan manajemen 
BMT.
80
 
d. Melalui jalur pengadilan 
Penyelesaian dalam jalur hukum (pengadilan) apabila terjadi 
sengketa, akan dilakukan di Pengadilan Agama, bila penyelesaian dengan 
damai (kekeluargaan) tidak menemui titik temu. Hal ini merupakan 
solusi terakhir dalam penyelesaian sengketa antara pihak BMT dengan 
pihak nasabah. Tetapi dalam perjalanannya BMT Karimaa dalam 
menangani masalah wanprestasi belum pernah sampai ke ranah 
pengadilan.
81
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BAB IV 
M. ANALISIS PENANGANAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN 
MURA>BAH}AH DI BMT KARIMAA KLATEN 
 
Wanprestasi atau ketidaksesuaian pihak dengan  pada pembiayaan 
Mura>bah}ah di BMT Karimaa Klaten lebih banyak dilakukan oleh nasabah 
kepada pihak BMT. Pada dasarnya wanprestasi tersebut tidak timbul secara 
tiba-tiba namun seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti 
keterlambatan pembayaran angsuran oleh nasabah (debitur) yang kemudian 
menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. 
Terdapat faktor yang menyebabkan terjadi pembiayaan bermasalah, 
seperti karakter debitur yang kurang baik, kondisi ekonomi dan tidak ada niat 
baik debitur untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BMT. 
Pembiayaan bermasalah dapat berdampak negatif kepada BMT dan nasabah 
(dampak mikro) dan berdampak kepada sistem perbankan dan perekonomian 
Negara (dampak makro). Pembiayaan bermasalah akan berpengaruh terhadap 
kelancaran perputaran modal sehingga dapat mengganggu likuiditas 
(kestabilan) yang seharusnya dijaga oleh BMT atau lembaga keuangan. BMT 
atau lembaga keuangan apabila tidak likuid maka dapat menyebabkan 
berkurangnya kredibilitas. Hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan pemilik 
modal kepada BMT atau lembaga keuangan. 
Penanganan wanprestasi pada pembiayaan mura>bah}ah di BMT 
Karimaa Klaten secara umum telah baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan. 
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Penanganan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: Melakukan 
pendekatan personal debitur; Melakukan pendekatan kepada keluarga dekat 
debitur; Melalui pihak ketiga (debt collector); Memberikan surat peringatan; 
dan Mengundang debitur untuk datang ke kantor untuk melakukan beberapa 
hal yang antara lain adalah, rescheduling (membuat penjadwalan kembali), 
yaitu dengan pengurangan margin dan penambahan jangka waktu; lelang 
jaminan dan melalui jalur pengadilan. Restructuring (membuat akad baru), 
yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur. Tahapan-tahapan 
tersebut akan menimbulkan prinsip kesyari‟ahan dalam penanganan 
wanprestasi di BMT Karimaa Klaten. 
Resiko wanprestasi pada BMT dapat dikurangi sebelum terjadi akad 
pembiayaan mura>bah}ah dengan prosedur survey yang dilakukan surveyor 
atau landing marketing terhadap calon nasabah. Prosedur survey untuk 
memutuskan atau meng-acc pembiayaan calon nasabah dapat dilakukan 
dengan beberapa cara, yaitu: 
1. Lebih teliti dalam menganalisis data-data, informasi dan kondisi calon 
nasabah, sehingga dapat diketahui karakter dari calon nasabah. 
2. Pihak BMT memberikan pemahaman kepada calon nasabah tentang tata 
cara, syarat dan ketentuan tentang lembaga keuangan syari‟ah atau BMT 
yang ditetapkan. 
3. Menganjurkan nasabah untuk membaca dengan seksama akad 
pembiayaan mura>bah}ah sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman 
atau permasalahan di kemudian hari. Akhirnya diharapkan wanprestasi 
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dalam pembiayaan khususnya mura>bah}ah maupun perselisihan dapat 
diminimalisir. 
Wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan mura>bah}ah merupakan 
bentuk dari suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak BMT 
dengan nasabah. Hukum Islam memiliki kaidah dalam penanganan atau 
penyelesaian sengketa yang terjadi, baik dalam bidang keluarga maupun 
dalam bidang bisnis. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa 
prosedur, yaitu: perdamaian (as}-s}ulhu), arbitrase (at-tahkim), dan/ atau 
pengadilan (al-qad}a). 
1. Perdamaian (as}-s}ulhu) 
Tahapan-tahapan dalam penanganan wanprestasi pada pembiayaan 
mura>bah}ah oleh BMT Karimaa yang pertama adalah dengan melakukan 
pendekatan personal debitur, yaitu pendekatan ini bertujuan untuk 
mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak debitur dalam 
melaksanakan kewajibannya kepada pihak BMT. Selanjutnya dengan 
melakukan pendekatan kepada keluarga dekat debitur, yang bertujuan agar 
keluarga dekat debitur seperti, suami atau istri maupun kerabat terdekat 
lainnya dapat membantu menyelesaikan masalah debitur tersebut. Hal ini 
sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, yaitu 
dengan melalui jalan perdamaian (as}-s}ulhu) antara kedua belah pihak yang 
mencari problem solving atau jalan keluar terhadap masalahnya tanpa 
melibatkan pihak lain. Terdapat tiga rukun dalam perdamaian (as}-s}ulhu), 
yaitu: adanya ijab (offering), qabul (acceptance), dan lafadz (kata-
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kata/materi) perdamaian. Mengenai syarat (as}-s}ulhu) adalah sebagai berikut, 
menyangkut subjek (debitur), menyangkut objek (akad), persoalan yang boleh 
didamaikan dan pelaksanaan perdamaian. Prosedur selanjutnya yang sesuai 
dengan upaya perdamaian menurut hukum Islam (as}-s}ulhu) adalah dengan 
memberikan surat peringatan (SP) yang dilakukan oleh BMT Karimaa. Surat 
peringatan terdiri dari SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, dan SP 6. Jarak antara 
masing-masing surat peringatan adalah, kurang lebih 3 bulan. 
Penanganan wanprestasi yang dilakukan BMT Karimaa selanjutnya, 
adalah dengan mengundang debitur untuk datang ke kantor. Undangan ini 
dilakukan guna bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan antara pihak 
BMT dengan pihak debitur. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh 
kesepakatan dengan debitur, diantaranya: rescheduling (membuat 
penjadwalan kembali). Penjadwalan kembali yang dilakukan dengan dua 
cara, yaitu: pengurangan margin untuk mempermudah debitur dalam 
melaksanakan kewajibannya terhadap pihak BMT; Penambahan jangka waktu 
agar nominal angsuran perbulan semakin mengecil. Restructuring (membuat 
akad baru) dengan tujuan mempermudah debitur untuk melaksanakan 
kewajibannya kepada pihak BMT. Pengulangan akad baru bisa dilakukan 
dengan penambahan jaminan. 
2. Arbitrase (at-tahkim) 
Terdapat prosedur dengan melalui pihak ketiga yang dapat berasal 
dari pihak yang tidak terlibat dalam akad pembiayaan mura>bah}ah; pihak lain 
yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah antara BMT dengan debitur 
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dan pihak keluarga debitur yang mampu bersifat netral untuk penyelesaian 
masalah. Prosedur ini sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa dalam 
hukum Islam, yaitu al-tah}kim atau arbitrase. Pengertian dari al-tah}kim, yaitu 
pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih 
atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Yang 
dimaksud dengan pihak ketiga adalah mereka yang berprofesi sebagai 
penagih (debt collector) ataupun lembaga khusus yang secara resmi serta 
berbadan hukum dalam menangani kasus sengketa. 
3. Pengadilan (al-qad>}a) 
Penanganan wanprestasi selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak 
BMT Karimaa bila terjadi sengketa yang sangat pelik dan sulit utuk ditangani 
dengan berbagai cara maka dengan melalui jalur litigasi atau pengadilan. 
Penyelesaian masalah pembiayaan melalui jalur hukum (pengadilan) ini 
ditempuh apabila terjadi gugatan, dan akan dilaksanakan lewat Pengadilan 
Agama. Penanganan ini telah sesuai dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa dalam hukum Islam, yaitu jalur pengadilan (al-qad}a) yang 
mengandung pengertian, menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau 
sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat, melalui lembaga 
peradilan dan orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara disebut 
dengan qad}i atau hakim. Wilayat al-qad}a atau kekuasaan kehakiman sendiri 
terbagi tiga yaitu, al-hisbah (lembaga penertib); al-mad}zalim (lembaga 
perlindungan) dan al-qad}a (lembaga peradilan). Namun sejauh ini pada tahap 
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jalur pengadilan belum pernah terjadi dalam menangani kasus wanprestasi 
pada BMT Karimaa. 
Penanganan wanprestasi tersebut ditinjau dari hukum Islam pada 
pembiayaan mura>bah}ah di BMT Karimaa dan juga penanganannya 
didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 
April 2000 tentang Mura>bah}ah. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Wanprestasi yang terjadi pada pembiayaan mura>bah}ah merupakan 
bentuk dari suatu perselisihan atau sengketa yang terjadi antara pihak lembaga 
keuangan dengan nasabah. Maka dari itu berbagai upaya yang dilakukan 
lembaga dalam menangani masalah tersebut. Karena pembiayaan yang 
bermasalah dapat mempengaruhi kinerja suatu lembaga keuangan. 
1. Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa 
Klaten 
a. Dengan melalui pendekatan-pendekatan secara personal, kekeluargaan, 
maupun melalui pihak ketiga yang bersangkutan. 
b. Mengundang debitur atau nasabah untuk datang ke kantor, guna 
dilakukannya Reshceduling atau penjadwalan ulang maupun dengan 
Restructuring yaitu membuat akad baru. 
c. Memberikan Surat Peringatan (SP) baik SP 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kepada 
nasabah yang melakukan wanprestasi. 
d. Melalui pihak ketiga (debt collector atau badan arbitrasi) 
e. Melakukan lelang jaminan. 
f. Melakukan jalur litigasi baik dari Pengadilan Agama. 
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Wanprestasi pada 
Pembiayaan Mura>bah}ah di BMT Karimaa Klaten 
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Dalam menangani suatu kasus pembiayaan bermasalah yang 
dilakukan oleh nasabah/ debitur, didalam hukum Islam terdapat beberapa 
kaidah baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis. Sengketa 
tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa prosedur, yaitu: perdamaian 
(as}-sulhu), arbitrase (at-tah}kim), dan/ atau pengadilan (al-qad}a). 
 Penyelesaian sengketa melalui perdamaian (as}-sulhu), salah 
satunya yaitu dengan Surat Peringatan (SP) terdiri dari SP 1, SP 2, SP 3, SP 
4, SP 5, dan SP 6, kemudian mengundang nasabah ke kantor guna 
bemusyawarah untuk menyelesaikan sengketa, berikutnya penyelesaian 
sengketa melalui  at-tah}kim, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai 
wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan 
perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut 
hakam atau arbiter. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan 
(al-qad}a) yang mengandung pengertian, menetapkan hukum syara’ pada 
suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan 
mengikat, melalui lembaga peradilan dan orang yang berwenang untuk 
menyelesaikan perkara disebut dengan qad}i atau hakim.  
Dalam penanganannya BMT Karimaa berupaya agar setiap 
permasalahan yang ada tidak dibawa kepada jalur hukum (pengadilan). 
Sehingga sistem penanganan yang dibangun atas dasar kekeluargaan yang 
dijalankan BMT Karimaa benar-benar terjaga. Langkah-langkah perdamaian 
tersebut dilakukan secara hati-hati guna menghormati para debitur dan juga 
agar tali silaturrahmi (pihak BMT Karimaa dan debitur) terus terjalin 
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dengan basik. Oleh karena itu penanganan tersebut sudah sesuai dengan 
hukum Islam.  
B. Saran 
1. Untuk pihak lembaga keuangan 
a. Diharapkan BMT Karimaa senantiasa meningkatkan kepatuhan syariah, 
dengan mematuhi aturan SOP dari fatwa maupun Undang-Undang 
terkait. 
b. Di dalam menetapkan biaya administrasi BMT Karimaa supaya tidak 
dalam bentuk prosentase dari pembiayaan tetapi pada biaya riil. 
2. Untuk masyarakat luas 
a. Diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan syariah 
dengan cara mengikuti prosedur yang berlaku guna mencapai suatu 
tujuan mensyiarkan ekonomi islam dalam setiap transaksi. 
b. Masyarakat diharapkan dapat menepati janji terhadap akad perjanjian 
yang telah dibuat dengan lembaga keuangan syariah guna tercapainya 
tujuan bermuamalah. 
3. Bagi peneliti yang akan datang 
a. Diharapkan kepada peneliti yang akan datang agar dapat 
mengembangkan lagi tentang penanganan wanprestasi pada pembiayaan 
mura>bah}ah. 
b. Diharapkan  penelitian yang akan datang mampu menyajikan data 
kuantitatif.  
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